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PUTUSAN
Nomor 648/Pdt.G/2023/PA.Cmi
S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
XXXX, NIK 3277036908970005, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 29 Juli 1997,
umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal
ini dikuasakan kepada HENDRA GUMIRA, SH, Advokat dan
Pengacara pada Kantor Hukum Syah&Partners, beralamat di Terusan
No. 26, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 17 Juli 2023,
sebagai Penggugat;
melawan
XXXX, tanggal lahir Bandung, 14 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor
648/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang
isi pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2017, Penggugat telah melaksanakan
pernikahan secara Islam dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimhi Utara, Kota Cimabhi,
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dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/26/V11/2017, tertanggal 10 Juli 2017,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga dengan tempat kediaman terakhir di Kp. Tegalkawung, Gang Masijid
Al-Kautsar, Rt. 03, Rw. 08, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Utara, Kota
Cimahi.

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Salsabila Azzahra, lahir tanggal 22
Desember 2017 ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan September 2020
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
keharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh
karena Tergugat yang sejak tahun 2018 sudah tidak memberikan nafkah,
hal tersebut terjadi karena Tergugat malas dalam bekerja dan menganggap
Penggugat mampu membiayai diri sendiri, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga sehari-hari mengandalkan penghasilan
Penggugat, Tergugat diketahui telah berselingkuh, hal tersebut diketahui
dari Facebook dan whatsapp Tergugat yang berisi percakapan mesra dan
Tergugatpun mengakui hal tersebut ;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin
memuncak, sehingga pada Bulan Desember 2020 Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi,
sehingga sejak saat itu juga (Desember 2020) antara Penggugat dengan
Tergugat akhirnya telah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak
melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami
dan isteri ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga
menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut
Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-
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orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan
demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan
terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan
itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah
terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di
atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah
No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka
antara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk
mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah
yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilsi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan
lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cgq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak Ba'in sughra yang kedua dari Tergugat (XXXX)
kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDAIR :
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara
relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke
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persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap
ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai
dengan jalur e-court, namun Tergugat tidak pernah hadir diparsidangan
sehingga tidak dapat dikonfirmasi persetujuannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Buk
ti Surat
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 544/26/VII/2017, atas nama Via
Novitasari binti Endang dan Yandika bin Sugio, yang dicatat dan dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa
Barat, tanggal 10 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan
telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan
diberi kode (P);
II.  Bukti Saksi
1. saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Kota Cimahi;
Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah
kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami

Penggugat;
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- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara
sah pada tahun 2017,

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan September 2020,
antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat
malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah terhadap
Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa
membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah dikaetahui telah
berselingkuh dengan wanita lain hal ini diketahui Penggugat dari

Facebook;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Cimahi;
Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak
kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara
sah pada tahun 2017;

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
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- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan September 2020,
antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat
malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah terhadap
Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa
membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah berselingkuh
dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum
dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan
gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya

dapat diputuskan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana
dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari
Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami
isteri, yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017, dan sampai sekarang
belum pernah bercerai;

2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah
dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan
nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah
bisa membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah berselingkuh dengan
wanita lain;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Via Novitasari binti Endang dan Yandika bin Sugio, merupakan akta otentik dan
telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 09
Juli 2017 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,
keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang
lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P
serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai
suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017, dan sampai
sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
sudah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan
nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa
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membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah berselingkuh dengan
wanita lain;

4, Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung
sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan
pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2020, bagi Penggugat
sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap
Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah
terhadap Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa
membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita
lain.akibatnya pada bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih
sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki
firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

8390 aSin oz le—dl lsiSiuid Lolgjl aSumiil go o8) 315 0l ail rog
09,51 poi) ey s 9 ol ez s,

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan
Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz Il halaman 89 yang
berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

Lol lg zodl Lol cassl 5] g paill o lall o callas a2 51 O)

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan
apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan
suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh
karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun
disebabkan sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak dapat
memberikan nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat
sudah bisa membiayai hidupnya sendiri, Tergugat juga telah berselingkuh
dengan wanita lain, akibatnya pada bulan Desember 2020 antara Penggugat
dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada
harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang
dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)
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%7

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak
isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang
kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka
thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa
alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka
sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

datang meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXX) kepada
Penggugat (XXXX);
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4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar
Rp.303.000,- (Tiga ratus tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 31 Juli 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Dra.
Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Dra. Hj.
Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Dra. Siti Munawaroh, S.H. Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP ' Rp. 60.000,00
2. Biaya ATK ' Rp. 75.000,00
Perkara
3. Biaya Panggilan ' Rp. 158.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
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JUMLAH ' Rp. 303.000,00
(Tiga ratus tiga ribu rupiah).
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